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ABSTRAK 
Zasha Natasya (B111 10 350), Pelaksanaan Kewenangan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam Menyelesaikan 
Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota 
Palopo. (Dibawah bimbingan Aminuddin Ilmar Sebagai Pembimbing I dan 
Muchsin Salnia Sebagai Pembimbing II) 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 
penyelesaian secara hukum atas pelanggaran pemilu yang dilakukan salah 
satu anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dan untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu) dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu yang 
dilakukan oleh salah satu anggota KPU Kota Palopo berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 
 Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada kantor KPU dan 
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis melakukan wawancara dengan 
pihak KPU dan Bawaslu yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Daerah DKPP 
Provinsi Sulawesi Selatan. Mengumpulkan data pendukung terkait kasus 
yang dibahas dalam penelitian ini, serta data-data lainnya yang didapatkan 
dari sejumlah literature dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. 
Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif dan 
dijelaskan secara deskriptif. 
 Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah telah mengetahui bahwa 
pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Sawal sebagai salah satu Anggota 
KPU Kota Palopo merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 
sehingga secara hukum DKPP berhak dan berwenang untuk menyelesaikan 
kasus tersebut. Selain itu dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 
pelaksanaan kewenangan DKPP telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 22E ayat (2) disebutkan bahwa 
“Pemilihan Umum diselenggarakan Untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hal ini menunjukkan 
bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan 
pemilihan umum dalam rangka memilih pejabat publik untuk menduduki 
jabatan tertentu baik eksekutif maupun legislatif. Pemilihan Umum di 
Indonesia telah dilaksanakan terhitung sebanyak sebelas kali pemilu 
hingga saat ini yakni pemilihan umum tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 
1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. 
Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik 
yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem 
pemerintahan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau 
mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu 
memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan 
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pertama dari demokrasi.1 Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa 
Indonesia dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan 
Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “Susunan Negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu “Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut sekaligus 
merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan 
prinsip negara konstitusional.2 
Terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara 
pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan 
demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dalam arti pemerintahan oleh 
rakyat sendiri dimana segala keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang 
berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, hanya mungkin terjadi 
pada negara yang sangat kecil, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah 
penduduk. Model demokrasi langsung sudah tidak mungkin dilaksanakan 
di masa modern ini karena wilayah negara yang luas dan jumlah 
penduduk yang selalu meningkat.3 
Demokrasi perwakilan di terapkan di Indonesia dikarenakan hal 
tersebut lebih cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk 
                                                           
1 Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 
Kencana, Jakarta, hlm. 329 
2 Jenedjri M. Gaffar, 2012, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah 
Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.38 
3 Jenedjri M. Gaffar, 2013, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 25-26 
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yang begitu besar serta wilayah yang begitu luas. Atas dasar tersebut 
tentunya tidak mungkin jika demokrasi langsung di terapkan. Senada 
dengan hal tersebut, Mac Iver mengemukakan bahwa “Model Demokrasi 
langsung tersebut sudah tidak mungkin dilaksanakan di masa modern ini 
karena wilayah negara yang luas serta jumlah penduduk yang selalu 
meningkat”.4 Hal ini didukung bahwa di satu sisi, demokrasi memiliki 
kapasitas untuk disuguhkan dalam berbagai model.5 
Pemilihan Umum di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dikemukakan 
sebelumnya bahwa pemilihan umum diselenggarakan dalam rangka 
memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan wakil Presiden. 
Hal ini secara langsung bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebut beberapa jenis pemilu di Indonesia. 
Pemilihan umum, DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden masuk dalam rezim pemilu. Adapun praktik pemilihan 
kepala daerah masuk dalam rezim pemerintahan daerah sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. Namun, dalam perkembangannya pemilihan 
kepala daerah juga masuk dalam rezim pemilu. Hal ini tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. 
                                                           
4 Ibid. hlm 26 
5 Ahmad Vaezi, Demokrasi Teokratik dan Kritik Terhadapnya, Lihat Muhammad Bagher Khorramshad, 
2013, Demokrasi Religius, Yogyakarta : RausyanFikr Institute. Hlm. 24 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 merupakan kompilasi dan 
penyempurnaan yang komprensif dalam satu Undang-Undang terhadap 
semua pengaturan penyelenggara pemilu, meliputi : pemilu DPR, DPD, 
DPRD; pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta pemilu Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah. Inilah Undang-Undang yang menyebut 
pertama kali pilkada sebagai pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah.6 
Memasuki tahun 2014, Indonesia kembali menyelenggarakan 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselenggarakan setelah 
pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan 
Umum tahun 2014 menjadi Pemilihan Umum yang kesebelas kalinya 
dalam perjalanan ketatanegaraan di Indonesia. 
Sistem dan penyelenggara pemilu telah mengalami banyak 
perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu 
memiliki Undang-Undang tersendiri sebagai dasar pelaksanannya.7 Untuk 
pemilihan umum legislatif tahun 2014, yang menjadi dasar 
pelaksanannya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 
                                                           
6 Suharizal, 2012, Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang, Rajawali Pers, Jakarta, 
hlm. 76 
7 Jenedjri M.Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 36 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, salah satu muatannya 
mengatur tentang ketentuan penyelesaian sengketa dan pelanggaran 
pemilu legislatif yang diatur lebih jelas dengan melibatkan 3 (tiga) 
lembaga peradilan, yaitu pengadilan umum, pengadilan tata usaha 
negara, dan MK. 
Melihat sejarah Pemilu Indonesia pasca reformasi, setidaknya 
telah dilaksanakan tiga kali Pemilu, yakni Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan 
terakhir Pemilu 2009. Atau jika mengacu pada sejarah Pemilu secara 
keseluruhan, Indonesia telah melaksanakan (sepuluh) kali Pemilu. 
Berangkat dari proses yang ada tentunya ada banyak catatan atas 
proses Pemilu yang berlangsung. Salah satu persoalan mendasar adalah 
menyangkut rendahnya integritas Pemilu. 
Problem rendahnya integritas Pemilu disebabkan antara lain oleh 
dua hal yaitu integritas peserta (kontestan) Pemilu dan integritas 
penyelenggara Pemilu. Dua hal tersebut turut andil menurunkan derajat 
integritas Pemilu. Hal ini terlihat bagaimana proses kontestasi yang 
dibangun tidak didasari oleh prinsip-prinsip Pemilu yang fair (jujur, 
demokratis, dan adil). Maraknya praktik politik uang, digunakannya 
sumber-sumber dana haram sebagai modal politik untuk pemenangan. Di 
sisi lain penyelenggara Pemilu dengan kewenangan yang dimiliki 
melakukan praktik-praktik abuse of power untuk menguntungkan diri 
sendiri atau para pihak yang berkontestasi. Praktik-praktik 
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ketidaknetralan, imparsialitas juga turut mewarnai perilaku penyelenggara 
saat proses kontestasi berlangsung. 
Berangkat dari kondisi tersebut, tentunya persoalan integritas 
penyelenggara Pemilu menjadi hal penting yang harus mulai ditata 
sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas 
dan kualitas Pemilu. Sebagai upaya melakukan penataan integritas 
penyelengara Pemilu, maka lahirnya kode etik dan kelembagaan etik 
sebagai penyelenggara Pemilu mutlak harus ada dalam menjaga 
kemandirian, integritas, dan kredibiltas penyelenggara Pemilu. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu memberikan warna baru dalam konteks pengaturan 
penyelenggara Pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) yang permanen, sebagai kesatuan fungsi dengan 
penyelenggara Pemilu merupakan langkah progresif dalam upaya untuk 
menjawab atas pentingnya menjaga kemandirian, integritas, dan 
kredibilitas penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang 
berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan 
rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. 
Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah 
ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. 
DK KPU adalah institusi ethic sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan 
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persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, 
wewenangnya tidak begitu kuat. Lembaga ini hanya difungsikan 
memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan 
rekomendasi pada KPU dan bersifat ad hoc. 
DK KPU 2008-2011 dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik 
tetapi dari aspek struktural kurang balances karena didominasi oleh 
penyelenggara Pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Prof. Dr. 
Jimly Asshiddiqie, SH., dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik 
termasuk pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang positif. 
Terobosan memberhentikan beberapa anggota KPUD 
Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota KPU 2010 
memberi harapan baru bagi publik pada perubahan. 
DKPP secara resmi lahir pada tanggal 12 Juni 2012. Tujuh 
anggota DKPP periode 2012-2017 ini terdiri atas tiga perwakilan unsur. 
Dari unsur DPR yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Nur Hidayat 
Sardini, S.Sos., M.Si., dan Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Sedangkan 
unsur pemerintah Prof. Abdul Bari Azed (kemudian mengundurkan diri 
dan digantikan oleh Prof. Anna Erliyana, S.H.,M. H.), dan Dr. Valina 
Singka Subekti, serta dari unsur penyelenggara KPU dan Bawaslu, yakni 
Ida Budhiati, SH., MH., dan Ir. Nelson Simanjuntak. 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) 
lahir dengan mengemban amanat untuk menjaga kemandirian, 
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kredibilitas, dan integritas penyelenggara pemilu. Kinerja DKPP akan 
memberikan prospek yang baik dalam pengembangan tradisi 
berdemokrasi, dengan sumbangan putusannya yang menjadi bagian 
upaya perbaikan berkesinambungan atas penegakan etika. Sebagai 
pemegang amanat penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP 
telah menjalankan kepeloporannya dalam pengadilan etika modern di 
Indonesia, salah satunya dengan proses pengadilan yang berlangsung 
terbuka. 
Lahirnya DKPP yang bersifat permanen (sebelumnya pernah 
dikenal dengan nama Dewan Kehormatan KPU), disebabkan norma 
hukum dan etik dalam penyelenggara Pemilu dipandang tidak berjalan 
dengan baik. Karena itu eksistensi lembaga DKPP dalam penataan 
sistem demokrasi ditengah krisis kepercayaan publik terhadap 
penyelenggara Pemilu menjadi signifikan dalam upaya meraih kembali 
trust masyarakat, yang dari padanya kemudian diharapkan dapat 
terwujud dalam kegairahan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
Prinsip pengadilan etika yang modern itu ada keterbukaan, 
transparansi. Dalam konteks Indonesia, proses pengadilan etika di DKPP 
dilakukan secara terbuka. Memang masing-masing lembaga negara 
punya komisi etik, tetapi masih dijalankan secara tertutup. Di DKPP, ada 
terobosan bahwa pengadu, teradu, saksi, dan pihak-pihak terkait, 
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termasuk media, bisa hadir secara luas. Ini terobosan. DKPP adalah 
pengadilan etika untuk menjaga kehormatan, integritas, dan kredibilitas 
penyelenggara pemilu. Ada proses pendidikan politik secara tidak 
langsung lewat sidangsidang yang dilakukan secara terbuka itu. 
Meski tidak diperintahkan Undang-Undang, DKPP menjalankan 
pengadilan etika yang terbuka. Ini merupakan kesepakatan internal 
DKPP. Integritas proses penyelenggaraan dan integritas hasil Pemilu 
(electoral integrity) merupakan salah parameter proses Penyelenggaraan 
Pemilu yang demokratik (democratic electoral processes). Proses 
penyelenggaraan Pemilu dapat dikatakan memiliki integritas apabila 
semua tahapan pemilihan umum diselenggarakan menurut peraturan 
perundang-undangan (Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU 
mengenai semua tahapan Pemilu) yang tidak saja mengandung 
kepastian hukum (tidak ada kekosongan hukum, tidak ada kontradiksi 
ketentuan baik di dalam suatu peraturan maupun antar peraturan, tidak 
ada ketentuan yang mengandung multitafsir) dan dirumuskan 
berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratik (langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel) tetapi 
dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi berwenang. 
Pengadilan etika juga harus akuntabel agar DKPP juga bekerja 
betul-betul tidak terpengaruh oleh siapapun. Keterbukaan itu 
memungkinkan semua pihak bisa menilai proses penegakan etika 
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penyelenggara pemilu yang dijalankan oleh DKPP. Dengan pengadilan 
yang terbuka, sulit untuk bermain-main karena kita dijaga oleh publik. 
Untuk mendukung terwujudnya pengadilan etika yang modern DKPP 
sudah menetapkan peraturan mengenai tatalaksana organisasi yang 
mengatur antara lain alur pelaporan, ketentuan persyaratan administrasi 
dan materiil. Bagaimana masyarakat melapor, bagaimana tindak lanjut 
laporan yang masuk, cara persidangan juga sudah ada dalam peraturan 
DKPP. DKPP juga mengupayakan persidangan cepat; kalau bisa satu 
kali, atau dua kali, atau bisa sampai empat kali kalau memang kasusnya 
besar. 
Dalam dua tahun ini, DKPP efektif dengan putusan yang bisa 
menimbulkan efek jera. Penyelenggara pemilu yang sampai diberi sanksi, 
bahkan yang diberhentikan secara tidak hormat, bukan saja 
mempengaruhi nama pribadi yang bersangkutan, tetapi juga 
keluarganya. Jangkauan DKPP juga sampai pada penyelenggara pemilu 
yang bersifat adhoc seperti PPK, PPS, KPPS, bahkan KPPS Luar Negeri.  
DKPP hanya untuk penyelenggara pemilu, agar praktik DKPP 
bisa menjadi model untuk lembaga etik yang lain Sudah ada diskusi 
dengan mengundang lembaga etik yang lain. Bagaimanapun, penegakan 
etika itu mendukung penegakan hukum. Tinggal bagaimana caranya 
(prinsip pengadilan etika modern) itu bisa masuk dalam ketentuan 
perundangan-undangan. Kalau masuk dalam undang-undang 
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menyangkut penegakan etika penyelenggara negara, itu bagus, bukan 
melulu penyelenggara pemilu saja. 
Dalam aturan kode etik penyelenggara pemilu juga diatur tentang 
kewajiban penyelenggara pemilu, yakni : 
a) Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, 
calon,peserta pemilu, dan media massa tertentu; 
b) Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon 
pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu; 
c) Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk 
terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak 
lain; 
d) Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan 
atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu; 
e) Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat 
partisan dengan pemilih; 
f) Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau 
atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai 
politik atau peserta Pemilu tertentu; 
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g) Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak 
menanyakan pilihan politik kepada orang lain; 
h) Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap 
dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan 
yangdikenakannya; 
i) Menjamin  kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang 
dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang 
dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya; 
j) Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang 
terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara 
adil; 
k) Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, 
calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat 
menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara 
Pemilu. 
Penyelenggaraan Pemilu 2014 menjadi perhatian khusus bagi 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Banyaknya peserta 
dalam Pemilu Legislatif berpotensi memunculkan ketidakpuasan kepada 
para penyelenggara Pemilu, baik kepada KPU maupun Bawaslu. Jika 
ketidakpuasan itu berujung pada dugaan adanya pelanggaran kode etik 
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oleh jajaran KPU dan Bawaslu, maka jalur yang ditempuh para peserta 
Pemilu adalah mengadukannya kepada DKPP. Dengan banyaknya 
peserta Pemilu, bisa dipastikan akan berlimpah pula perkara yang masuk 
ke DKPP. 
Salah satu antisipasi yang dilakukan DKPP menghadapi Pemilu 
2014 adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah. Tugas tim ini 
menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 
33 provinsi Indonesia. Secara hukum, pembentukan Tim Pemeriksa di 
Daerah memiliki dasar hukum yang jelas. Seperti termaktub dalam Pasal 
113 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu, bahwa apabila dipandang perlu, DKPP dapat 
melakukan pemeriksaan di daerah. 
Kemudian, lebih terperinci lagi, pada Pasal 18 dari Ayat (1 s/d 6) 
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 yang telah diubah menjadi 
Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu dijelaskan mengenai Tim Pemeriksa di 
Daerah. Menindaklanjuti amanat dua ketentuan hukum itu, akhirnya 
DKPP menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan 
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah. 
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Setidaknya ada dua pertimbangan kenapa dibentuk Tim 
Pemeriksa di Daerah. Pertama adalah pertimbangan internal DKPP 
sendiri. Secara internal, kelembagaan DKPP sangat terbatas. DKPP 
secara lembaga hanya ada satu dan berada di Ibu Kota negara, 
sementara tugasnya bersifat nasional. Jumlah Anggotanya pun hanya 
tujuh orang, dibantu jajaran staf sekretariat yang tidak lebih dari 50 
orang. Ini jelas tidak sebanding jika melihat pada pertimbangan kedua, 
yakni melihat kondisi eksternalnya. Untuk Pemilu Legislatif 2014 seperti 
diketahui KPU telah menetapkan sebanyak 2.453 daerah pemilihan 
(Dapil). Katakanlah, semisal dari satu Dapil ada satu pengaduan saja, 
sudah pasti DKPP akan kewalahan. 
Faktor eksternal lain adalah kondisi geografis Indonesia yang 
sangat luas dan berpulau-pulau. Sering kali kondisi ini membuat 
penanganan pelanggaran kode etik kurang efisien. Sidang DKPP yang 
selama ini digelar di Jakarta sudah pasti berbiaya mahal baik bagi 
Pengadu maupun Teradu. Bagi Teradu yang merupakan jajaran Anggota 
KPU dan Bawaslu, biaya mungkin tidak masalah karena sudah masuk 
dalam anggaran dinas. Akan tetapi bagi Pengadu, seluruh biaya akan 
ditanggung sendiri. Yang tak kalah penting, kehadiran DKPP di daerah 
tidak lain untuk mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat pencari 
keadilan (justice seeker). 
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Diterbitkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 menjadi 
langkah awal DKPP dalam kerangka persiapan pemeriksaan di daerah. 
Di dalam peraturan yang berisi 18 pasal ini di antaranya diatur soal 
jumlah Tim Pemeriksa. Dalam Pasal 4 disebutkan, Anggota Tim 
Pemeriksa berjumlah lima orang yang terdiri atas satu orang dari DKPP 
merangkap Ketua, satu orang dari KPU Provinsi/KIP Aceh, satu orang 
dari Bawaslu Provinsi, dan dua orang dari unsur masyarakat. Tugas 
mereka di antaranya sebatas melakukan pemeriksaan, membuat resume 
pemeriksaan, membuat laporan pemeriksaan, serta boleh 
merekomendasikan sanksi yang dijatuhkan. Sementara itu, masa tugas 
mereka satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 
Wilayah geografis Indonesia yang amat luas dengan segala 
keterbatasan sarana transportasi menjadikan tidak mudah bagi DKPP 
dalam menjalankan tugasnya. Padahal, persidangan yang cepat 
merupakan prinsip yang harus ditepati demi para pencari keadilan. 
Karenanya, mekanisme persidangan pun harus dirancang untuk 
memudahkan proses pencarian keadilan tersebut. Salah satu cara yang 
dipergunakan oleh DKPP adalah bahwa dalam keadaan tertentu dapat 
diselenggarakan sidang jarak jauh dengan fasilitas video conference 
seperti termaktub pada Pasal 25 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013. 
Sidang video conference merupakan pilihan rasional menimbang kondisi 
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dan tantangan yang harus dijawab oleh DKPP sebagai lembaga penegak 
etika penyelenggara pemilu sampai ke tingkat yang paling bawah. 
Sepanjang Januari hingga Mei 2014, DKPP telah menggelar 
sidang secara video conference tersebut sebanyak 92 kali. Sebelumnya 
sidang jarak jauh difasilitasi oleh Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, 
namun kini DKPP dapat menggunakan fasilitas video conference milik 
Bawaslu. Dalam sidang video conference ini, majelis panel berada di 
Mabes Polri, Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan/ atau kantor Bawaslu 
di Jakarta, sementara para pihak lain hadir di Polda, Kejaksaan Tinggi 
atau kantor Bawaslu provinsi sesuai locus delicti. Persidangan secara 
video conference ini sangat membantu efisiensi bagi para pihak terutama 
Teradu. 
Penyelenggaraan sidang secara video conference sepanjang 
2014 hampir tidak ditemukan kendala yang berarti. Beberapa hal yang 
terjadi hanyalah kendala sinyal internet yang lemah, listrik yang mati di 
tengah berlangsungnya persidangan dan audio atau gambar yang kurang 
jelas. Selebihnya, persidangan berjalan lancar dan para pihak merasa 
terbantu. Selain memudahkan dari aspek geografis, pelaksanaan sidang 
secara jarak jauh juga dirasakan manfaatnya karena meringankan dari 
segi biaya terutama bagi Teradu. Dengan kata lain, penyelenggaraan 
sidang video conference telah membantu para pencari keadilan (justice 
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seeker) di DKPP sehingga dapat dengan mudah dan murah menjalani 
setiap proses yang mesti dilalui, khususnya dalam hal persidangan. 
Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah laporan Panitia 
Pengawas Pemilu terhadap salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kota Palopo yang bernama Ir.Sawal yang dianggap melanggar 
kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu. Sawal dianggap melanggar 
kode etik Penyelenggara Pemilu yang pada saat itu Sawal terjaring razia 
dan polisi menemukan uang tunai senilai Rp 8.200.000,- dan beberapa 
kartu nama caleg DPRD kota Palopo dan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi 
Selatan Di laci Mobil yang dia gunakan.8 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam terkait proses dan pelakanaan kewenangan DKPP 
dalam pelanggaran pemilu yang dilakukan “Syawal” yang merupakan 
anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo yang dituangkan melalui 
penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Dalam 
Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Anggota Komisi 
Pemilihan Umum Kota Palopo” 
 
                                                           
8http://makassar.tribunnews.com/ Syawal anggota KPU palopo resmi dipecat 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan 
masalahnya sebagai berikut : 
1) Bagaimanakah proses penyelesaian secara hukum atas 
pelanggaran kode etik oleh salah seorang anggota Komisi 
Pemilihan Umum Kota Palopo? 
2) Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan DKPP (Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam menyelesaikan 
pelanggaran pemilu oleh satu anggota Komisi Pemilihan Umum 
Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum? 
 
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut : 
1) Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian secara hukum 
atas pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu anggota Komisi 
Pemilihan Umum Kota Palopo. 
2) Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan DKPP (Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam menyelesaikan 
pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu anggota KPU 
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Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 
Sementara itu adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, 
tulisan ini dapat menjadi refrensi dalam perkembangan ilmu hukum di 
Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait 
persoalan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh salah satu 
anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. Selain itu, diharapkan 
juga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi 
maupun akademisi hukum serta bagi masyarakat pada umumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Demokrasi dan Pemilu 
1. Definisi Demokrasi 
Demokrasi berakar pada kata “demos” dan “cratos” yang berarti 
“kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya” untuk membedakan dengan 
bentukpemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada sedikit orang dan 
monarki kekuasaan yang ada pada sedikit orang.9 
N.D. Arora dan S.S. Aswathy menyatakan kata Demokrasi berakar 
pada kata “demos” dalam bahasa Yunani kuno berarti suatu bentuk 
pemerintahan oleh suatu populasi yang berlawanan dengan kelompok kaya 
dan para aristokrat. Karena itu, dalam pengertian Yunani kuno demokrasi 
adalah kekuasaan oleh orang biasa, yang miskin dan tidak terpelajar 
sehingga demokrasi pada saat itu, misalnya oleh aristoteles, ditempatkan 
sebagai bentuk pemerintahan yang merosot atau buruk.10 
Secara umum dapat dikatakan demokrasi adalah suatu sistem yang 
merupakan lawan teokrasi. Dalam sistem teokrasi, Tuhan adalah pusat dan 
patokan dari segala aktifitas yang berkaitan dengan politik. Manusia adalah 
wakil atau aparat yang melaksanakan keputusan atau Tuhan dibumi. 
                                                           
9 Jenedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Op. cit. hlm. 14 
10 Ibid 
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Manusia tidak mempunyai hak membuat hukum. Penguasa, lazimnya para 
raja, mendapat mandat atau dipilih oleh tuhan. Rakyat kebanyakan tidak 
punya hak menentukan siapa yang memerintah mereka. Paham inilah yang 
lazim dipakai di Eropa pada zaman kegelapan. Sementara itu, dalam sistem 
demokrasi yang menentukan pemerintah adalah rakyat. Pandangan ini 
muncul dan diaplikasikan pada masa Yunani purba sebagaimana yang 
digambarkan oleh pujangga-pujangga mereka seperti Aristoteles dan Plato. 
Pada masa renaisans, pola demokrasi Yunani dimunculkan lagi. Filsuf masa 
renaisans dan pencerahan seperti Machiavelli, Voltaire, Rousseau dan 
Locke menekankan bahwa yang berkuasa pada prinsipnya adalah rakyat 
dan bukannya Tuhan. Kekuasaan mereka kemudian ditransformasikan pada 
pemerintah melalui suatu sistem pemilihan. Jadi pemerintah mendapat 
mayoritas dukungan rakyat melalui pemilihan adalah pemerintah yang absah 
dan memiliki legitimasi yang kuat.11 
Demokrasi dapat berupa demokrasi langsung, hak politik yang utama 
adalah hak warga Negara berpartisipasi dalam perdebatan dan pengambilan 
keputusan di majelis umum. Dalam demokrasi tidak langsung, pembentukan 
kehendak Negara, yaitu norma umum, dilakukan dalam dua tahap; pertama, 
pemilihan parlemen dan kepala Negara; dan kedua, pembentukan norma 
umum atau undang-undang baik oleh parlemen sendiri atau bekerjasama 
                                                           
11 Dartina Farida Sinaga, “Pemilu Umum di Indonesia, Pemilihan Caleg dan Pilpres/Cawapres”, Jurnal 
Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, vol. 14, nomor 4 Desember 2009, hlm. 528-529 
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dengan kepala Negara. Jadi hak politik utama dalam demokrasi tidak 
langsung adalah pemungutan suara (voting) yaitu hak warga berpartisipasi 
dalam pemilihan parlemen, kepala Negara, dan organ pembuat hukum 
lain.12 
 
2. Definisi Pemilu 
Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam 
waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan 
perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan 
pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk 
menjalankan pemerintahan.13 
Definisi pemilihan umum menurut para ahli14 : 
a. A.S.S Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan 
asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan 
perwujudan daripada hak-hak-hak politik rakyat dan sekaligus 
merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada 
wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. 
b. M. Rusli Karim, “Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk 
menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi 
                                                           
12 Jimly Asshiddiqie, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,Konstitusi Press, Jakarta, hlm.70-71 
13 M. Rusli Karim, 1991, Pemilu Demokratis Kompetitif, Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm. 2. 
14 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit. hlm. 331-332 
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sebagai alat menyegatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukasn 
sebagai tujuan demokrasi”. 
c. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pemilu adalah salah satu hak asasi 
warga Negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak 
asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan 
pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua 
itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena 
itu pemilu adalah suatu syarat mutlak bagi Negara demokrasi untuk 
melaksanakan kedaulatan rakyat. 
d. Parulian Donald, Pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut 
demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan 
sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi 
bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting bagi proses 
dinamka Negara. 
 
3. Hubungan Demokrasi dan Pemilu 
Terdapat dua jenis atau model demokrasi berdasarkan cara 
pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan, yaitu demokrasi langsung dan 
demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dalam arti pemerintahan oleh 
rakyat itu sendiri dimana keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang 
berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, hanya mungkin terjadi pada 
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Negara yang sangat kecil, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah 
penduduk.15 
Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang dibuat untuk 
dapat dijalankan dalam jangka waktu yang lama dan mencakup wilayah 
yang luas.16 Dalam rangka demokrasi perwakilan, fungsi pemerintah 
dialihkan dari warga Negara kepada organ-organ Negara. Menurut John 
Locke, walaupun kekuasaan telah diserahkan kepada organ Negara, 
masyarakat sebagai kesatuan politik masih dapat menyampaikan aspirasi 
dan tuntutan. Untuk membentuk sebuah masyarakat politik, dibuatlah 
undang-undang atau hukum sehingga perlu dibuat badan atau lembaga 
pembuat undang-undang yang dipilih dan dibentuk oleh rakyat.17 
Pada titik inilah berjalannya demokrasi perwakilan menghendaki 
adanya pemilu. Pemilu setidaknya merupakan mekanisme untuk membentuk 
organ Negara, terutama organ pembentuk hukum yang akan menjadi dasar 
penyelenggaraan pemerintahan Negara. Karena itu, pemilu merupakan 
bagian tak terpisahkan sekaligus prasyarat demokrasi perwakilan.18 
Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
diselenggarakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun !945. dengan Undang-
                                                           
15 Jenedjri M. Gaffar, Op. Cit. Hlm. 26 
16 Ibid. hlm. 27 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya 
ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945 maka : 
a) Akan menjamin waktu penyelengara pemilu secara teratur setiap lima 
tahun; 
b) Lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas 
penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil.19 
Mengaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam 
hubungan dan rumusan sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa 
pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk 
melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan 
itu dilakukan melalui pemilu. Haln ini tidak ada lagi demokrasi langsung atau 
demokrasi yang dilakukan sendiri oleh rakyat seperti pada zaman polis-polis 
di Yunani kuno kira-kira 2.500 tahun yang lalu. Didalam demokrasi modern, 
pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau 
demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yang berarti keikutsertaan 
rakyat dalam pemerintah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih 
sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil pemilu 
                                                           
19 Dedi Mulyadi,Perbandingan Tindak Pidan Pemilu Legislatif Dalam Perpektif Hukum di Indonesia, 
bandung, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 57 
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haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang 
hidup ditengah-tengah masyarakat.20 
Pemilu adalah wujud nyata demokrasi procedural, meskipun 
demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum 
merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga 
harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di 
Negara-negara yang menamakan diri sebagai Negara demokrasi 
mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat public dibidang legislatif 
dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan pemilu yang 
demokratis saling merupakan “qonditio sine qua non”, the one can not exist 
without the others.21 
 
B. Penyelenggara Pemilu 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu pada bab ketentuan umum pasal 1 ayat (5) dan ayat (22) 
menyebutkan bahwa : 
“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan 
Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan 
Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara 
                                                           
20 Moh. Mahfud MD. Pemilu dan MK dalam Mozaik Ketatanegaraan Kita, dalam Kata Pengantar, 
Jakarta, 18 Agustus 2012 
21 A. Mukhtie Fadjar, “Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas : Penyelesaian Hukum Pelanggaran 
Pemilu dan PHPU”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 6, nomor 1 April 
2009, hlm. 4 
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Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih 
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis”. 
 
“Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat 
DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode 
etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi 
penyelenggara pemilu”. 
 
1. KPU 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan Undang-
Undang tentang Pemilihan Umum untuk Lembaga Penyelenggara Pemilihan 
Umum (pemilu). Dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sendiri, nama lembaga Penyelenggara Pemilu itu 
tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Itu sebabnya 
dalam rumusan pasal 22E UUD 1945 itu, perkataan Komisi Pemilihan Umum 
ditulis hukuf kecil. Artinya komisi pemilihan umum yang disebut pasal 22E itu 
bukanlah nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut lembaga 
penyelenggara pemilu itu.22 
                                                           
22 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi 
Press, Jakarta, hlm. 237 
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Adapun tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada pasal 8 ayat (1) yaitu : 
Pasal 8 
(1)  Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: 
a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; 
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 
Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan 
Pemerintah; 
d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 
tahapan Pemilu; 
e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; 
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 
disiapkan dan diserahkan oleh  Pemerintah dengan 
memperhatikan data  Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 
g. menetapkan peserta Pemilu; 
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h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan 
suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan 
suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU 
Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan 
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil 
penghitungan suara; 
i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat 
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi 
peserta Pemilu dan Bawaslu; 
j. menerbitkan  keputusan  KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu 
dan mengumumkannya; 
k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya; 
m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan 
pendistribusian perlengkapan; 
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n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan 
dan laporan adanya dugaan pelanggaran  Pemilu; 
o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 
sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota 
KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat 
Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang 
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu 
yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 
p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; 
q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana 
kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana 
kampanye; 
r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 
penyelenggaraan Pemilu; dan 
s. melaksanakan tugas dan wewenang lain  sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Adapun tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada pasal 9 ayat (1) yaitu: 
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Pasal 9 
(1) Tugas dan wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah meliputi : 
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan 
jadwal Pemilu di provinsi; 
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan 
penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota; 
d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan 
menyampaikannya kepada KPU; 
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 
disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan 
data  Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan  walikota 
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih 
f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan 
membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil 
penghitungan suara; 
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g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di 
provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan 
berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU 
Kabupaten/Kota; 
h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 
Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU; 
i. menerbitkan  keputusan  KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil 
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 
mengumumkannya; 
j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah 
pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita 
acaranya; 
k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas 
temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 
l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 
anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai 
sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu 
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berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada 
masyarakat; 
n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 
penyelenggaraan Pemilu; dan 
o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU  
dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Selanjutnya, pada pasal 10 ayat (1) tugas dan wewenang KPU 
Kabupaten/Kota dalam penyelenggara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yaitu : 
Pasal 10 
a. menjabarkan  program  dan  melaksanakan  anggaran serta 
menetapkan jadwal di kabupaten/kota. 
b. melaksanakan  semua  tahapan  penyelenggaraan  di kabupaten/kota  
berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 
c. membentuk  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam  wilayah kerjanya. 
d. mengoordinasikan  dan  mengendalikan  tahapan penyelenggaraan  
oleh  PPK,  PPS,  dan  KPPS  dalam wilayah kerjanya. 
e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. 
f. memutakhirkan  data  pemilih  berdasarkan  data kependudukan  yang  
disiapkan  dan  diserahkan  oleh Pemerintah  dengan  memperhatikan  
data  Pemilu dan/atau  pemilihan  gubernur,  bupati,  dan  walikota 
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. 
34 
 
g. menetapkan  dan  mengumumkan  hasil  rekapitulasi penghitungan  
suara  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  
Kabupaten/Kota  berdasarkan  hasil rekapitulasi   penghitungan  suara  
di  PPK  dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat 
rekapitulasi suara. 
h. melakukan  dan  mengumumkan  rekapitulasi  hasil penghitungan  
suara  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Anggota  Dewan  
Perwakilan  Daerah,  dan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  
Daerah  Provinsi  di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan 
berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK. 
i. membuat  berita  acara  penghitungan  suara  dan sertifikat  
penghitungan  suara  serta  wajib menyerahkannya  kepada  saksi  
peserta  Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. 
j. menerbitkan  keputusan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk mengesahkan  
hasil  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  
Kabupaten/Kota  dan mengumumkannya. 
k. mengumumkan  calon  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  
Kabupaten/Kota  terpilih  sesuai  dengan alokasi  jumlah  kursi  setiap  
daerah  pemilihan  di kabupaten/kota  yang  bersangkutan  dan  
membuat berita acaranya. 
l. menindaklanjuti  dengan  segera  temuan  dan  laporan yang 
disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. 
m. mengenakan  sanksi  administratif  dan/atau menonaktifkan  
sementara  anggota  PPK,  anggota  PPS, sekretaris  KPU  
Kabupaten/Kota,  dan  pegawai sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota  
yang  terbukti melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan 
terganggunya  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu berdasarkan  
rekomendasi  Panwaslu  Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
n. menyelenggarakan  sosialisasi  penyelenggaraan  Pemilu dan/atau  
yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  wewenang KPU Kabupaten/Kota 
kepada masyarakat. 
o. melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan  setiap tahapan 
penyelenggaraan Pemilu. 
p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh  KPU,  
KPU  Provinsi,  dan/atau  peraturan perundang-undangan. 
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2. BAWASLU 
Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok 
melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang 
meliputi Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu 
merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas 
anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji 
jabatan. 
Adapun tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi : 
Pasal 73 
(1) Bawaslu  menyusun  standar  tata  laksana  kerja pengawasan  tahapan  
penyelenggaraan  Pemilu  sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu 
di setiap tingkatan. 
(2) Bawaslu  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu dalam  rangka  
pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu 
yang demokratis. 
(3) Tugas  Bawaslu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) meliputi: 
a. mengawasi  persiapan  penyelenggaraan  Pemilu  yang terdiri 
atas: 
 
1. perencanaan  dan  penetapan  jadwal  tahapan Pemilu; 
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 
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3. pelaksanaan  penetapan  daerah  pemilihan  dan jumlah  kursi  
pada  setiap  daerah  pemilihan  untuk pemilihan  anggota  
Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi  dan  anggota  
Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  oleh  
KPU  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 
5. pelaksanaan  tugas  pengawasan  lain  yang  diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
b. mengawasi  pelaksanaan  tahapan  penyelenggaraan Pemilu yang 
terdiri atas: 
 
1. pemutakhiran  data  pemilih  dan  penetapan  daftar pemilih 
sementara serta daftar pemilih tetap; 
2. penetapan peserta Pemilu; 
3. proses  pencalonan  sampai  dengan  penetapan anggota  
Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  
Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  pasangan  calon  presiden  
dan  wakil presiden, dan calon  gubernur,  bupati, dan  walikota 
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan; 
4. pelaksanaan kampanye; 
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 
6. pelaksanaan  pemungutan  suara  dan  penghitungan suara 
hasil Pemilu di TPS; 
7. pergerakan  surat  suara,  berita  acara  penghitungan suara, 
dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai 
ke PPK; 
8. pergerakan  surat  tabulasi  penghitungan  suara  dari tingkat 
TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota; 
9. proses  rekapitulasi  hasil  penghitungan  perolehan suara  di  
PPS,  PPK,  KPU  Kabupaten/Kota,  KPU Provinsi, dan KPU; 
10. pelaksanaan  penghitungan  dan  pemungutan  suara ulang, 
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; 
11. pelaksanaan  putusan  pengadilan  terkait  dengan Pemilu; 
12. pelaksanaan putusan DKPP; dan 
13. proses penetapan hasil Pemilu. 
 
c. mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip/dokumen serta 
melaksanakan  penyusutannya  berdasarkan jadwal  retensi  arsip  
yang  disusun  oleh  Bawaslu  dan ANRI; 
 
d. memantau  atas  pelaksanaan  tindak  lanjut penanganan 
pelanggaran  pidana  Pemilu  oleh  instansi yang berwenang; 
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e. mengawasi  atas  pelaksanaan  putusan  pelanggaran Pemilu; 
 
f. evaluasi pengawasan Pemilu; 
 
g. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; 
dan 
 
h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Bawaslu berwenang: 
 
a. menerima  laporan  dugaan  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  
ketentuan  peraturan  perundangundangan mengenai Pemilu; 
b. menerima  laporan  adanya  dugaan  pelanggaran administrasi  
Pemilu  dan  mengkaji  laporan  dan temuan,  serta  
merekomendasikannya  kepada  yang berwenang; 
c. menyelesaikan sengketa Pemilu; 
d. membentuk Bawaslu Provinsi; 
e. mengangkat  dan  memberhentikan  anggota  Bawaslu Provinsi; 
dan 
f. melaksanakan  wewenang  lain  yang  diatur  dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
(5) Tata  cara  dan  mekanisme  penyelesaian  pelanggaran administrasi  
Pemilu  dan  sengketa  Pemilu  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b dan huruf c diatur dalam undang-undang yang mengatur Pemilu. 
Bawaslu Provinsi 
  Adapun tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi sebagai 
penyelanggara pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
Tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut : 
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Pasal 75 
(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: 
 
a. mengawasi  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  di wilayah provinsi 
yang meliputi: 
 
1. pemutakhiran  data  pemilih  berdasarkan  data kependudukan  
dan  penetapan  daftar  pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 
2. pencalonan  yang  berkaitan  dengan  persyaratan dan  tata  cara  
pencalonan  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  
Provinsi,  dan pencalonan gubernur; 
3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah,  
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi, dan calon gubernur; 
4. penetapan calon gubernur; 
5. pelaksanaan kampanye; 
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 
7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan 
penghitungan suara hasil Pemilu; 
8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah 
kerjanya; 
9. proses  rekapitulasi  suara  dari  seluruh kabupaten/kota  yang  
dilakukan  oleh  KPU Provinsi; 
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 
lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 
11. proses  penetapan  hasil  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan  
Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  pemilihan gubernur; 
 
b. mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip/dokumen serta  
melaksanakan  penyusutannya  berdasarkan jadwal  retensi  arsip  
yang  disusun  oleh  Bawaslu Provinsi  dan  lembaga  kearsipan  
Provinsi  berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan 
ANRI; 
c. menerima  laporan  dugaan  pelanggaran  terhadap pelaksanaan  
peraturan  perundang-undangan mengenai Pemilu; 
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d. menyampaikan  temuan  dan  laporan  kepada  KPU Provinsi untuk 
ditindaklanjuti; 
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada instansi yang berwenang; 
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk  
mengeluarkan  rekomendasi  Bawaslu  yang berkaitan  dengan  
adanya  dugaan  tindakan yang  mengakibatkan  terganggunya  
tahapan penyelenggaraan  Pemilu  oleh  Penyelenggara  Pemilu  di 
tingkat provinsi; 
g. mengawasi  pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi Bawaslu  
tentang  pengenaan  sanksi  kepada  anggota KPU  Provinsi,  
sekretaris  dan  pegawai  sekretariat  KPU Provinsi  yang  terbukti  
melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  terganggunya  
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; 
h. mengawasi  pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan Pemilu; 
dan 
i. melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang diberikan oleh 
undang-undang. 
 
(1) Dalam  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat: 
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a. memberikan  rekomendasi  kepada  KPU  untuk menonaktifkan  
sementara  dan/atau  mengenakan sanksi  administratif  atas  
pelanggaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan 
b. memberikan  rekomendasi  kepada  yang  berwenang atas  temuan  
dan  laporan  terhadap  tindakan  yang mengandung unsur tindak 
pidana Pemilu. 
PANWASLU 
Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Undang-
Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah 
sebagai berikut : 
Pasal 77 
(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: 
 
a. mengawasi  tahapan  penyelenggaraan  Pemilu  di wilayah 
kabupaten/kota yang meliputi: 
 
1. pemutakhiran  data  pemilih  berdasarkan  data 
kependudukan  dan  penetapan  daftar  pemilih sementara dan 
daftar pemilih tetap; 
2. pencalonan  yang  berkaitan  dengan  persyaratan dan tata  
cara  pencalonan  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  
Kabupaten/Kota  dan pencalonan bupati/walikota; 
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3. proses  penetapan  calon  anggota  Dewan Perwakilan  
Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dan calon bupati/walikota; 
4. penetapan calon bupati/walikota; 
5. pelaksanaan kampanye; 
6. pengadaan  logistik  Pemilu  dan Pendistribusiannya 
7. pelaksanaan  pemungutan  suara  dan penghitungan suara 
hasil Pemilu; 
8. mengendalikan  pengawasan  seluruh  proses penghitungan 
suara; 
9. pergerakan  surat  suara  dari  tingkat  TPS  sampai ke 
PPK; 
10. proses  rekapitulasi  suara  yang  dilakukan  oleh KPU 
Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 
11. pelaksanaan  penghitungan  dan  pemungutan suara  ulang,  
Pemilu  lanjutan,  dan  Pemilu susulan; dan 
12. proses  penetapan  hasil  Pemilu  Anggota  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dan pemilihan 
bupati/walikota; 
b. menerima  laporan  dugaan  pelanggaran  terhadap pelaksanaan  
peraturan  perundang-undangan mengenai Pemilu; 
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c. menyelesaikan  temuan  dan  laporan  sengketa 
penyelenggaraan  Pemilu  yang  tidak  mengandung unsur 
tindak pidana; 
d. menyampaikan  temuan  dan  laporan  kepada  KPU 
Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; 
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi 
kewenangannya kepada instansi yang berwenang; 
f. menyampaikan  laporan  kepada  Bawaslu  sebagai dasar  untuk  
mengeluarkan  rekomendasi  Bawaslu yang berkaitan dengan 
adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan  terganggunya  
tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu 
di tingkat kabupaten/kota; 
g. mengawasi  pelaksanaan  tindak  lanjut  rekomendasi Bawaslu  
tentang  pengenaan  sanksi  kepada  anggota KPU  
Kabupaten/Kota,  sekretaris  dan  pegawai sekretariat  KPU  
Kabupaten/Kota  yang  terbukti melakukan  tindakan  yang  
mengakibatkan terganggunya  tahapan  penyelenggaraan  
Pemilu  yang sedang berlangsung; 
h. mengawasi  pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan Pemilu; 
dan 
i. melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Dalam  pelaksanaan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), 
Panwaslu Kabupaten/Kota dapat: 
 
a. memberikan  rekomendasi  kepada  KPU  untuk menonaktifkan  
sementara  dan/atau  mengenakan sanksi  administratif  atas  
pelanggaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; 
b. memberikan  rekomendasi  kepada  yang  berwenang atas  
temuan  dan  laporan  terhadap  tindakan  yang mengandung 
unsur tindak pidana Pemilu. 
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat 
DKPP,  adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik 
Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan Pemilu. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 109 ayat 
(2) “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan  pengaduan 
dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, 
anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota 
KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota 
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Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota 
Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 
Tugas dan kewenangan DKPP diatur dalam Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2011 pasal 111 ayat (3) dan ayat (4). 
(3) Tugas DKPP meliputi: 
a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran 
kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; 
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas 
pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh 
Penyelenggara Pemilu; 
c. menetapkan putusan; dan 
d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. 
(4) DKPP mempunyai wewenang untuk : 
a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran 
kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 
b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk 
dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; 
dan 
c. memberikan sanksi  kepada  Penyelenggara Pemilu yang terbukti 
melanggar kode etik. 
Kode Etik Penyelenggara Pemilu dituangkan dalam bentuk Peraturan 
Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. 
Selain itu, dalam pertimbangan huku MK mengutip Pasal 22E ayat (5) 
UUD 1945 yang menentukan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu 
komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. MK 
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menyatakan bahwa kalimat “Suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 
1945 tidak merujuk pada fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat 
nasional, tetap dan mandiri. 
Berdasarkan ketentuan tersebut MK menyatakan bahwa fungsi 
penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan 
umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) 
sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, 
tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang 
mengamanatkan adanya penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri untuk 
dapat terlaksananya Pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip Luber dan Jurdil. 
Penyelenggaraan Pemilu tanpa pengawasan oleh lembaga Independen, 
akan mengancam prinsip-prinsip Luber dan Jurdil dalam pelaksanaan 
Pemilu. Karena itu, menurut MK, Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(BAWASLU) sebagaimana diatur dalam Bab IV pasal 70 sampai dengan 
pasal 109 UU Nomor 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga 
penyelenggaraan Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan 
pelaksanaan Pemilu, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan 
oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), 
dan unsur pengawas Pemilihan pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu). Bahkan Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku 
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penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang 
merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Dengan 
demikian, jaminan kemandirian penyelenggara Pemilu menjadi nyata dan 
jelas.23 
 
B. Pelanggaran Pemilu 
Dalam penyelenggaraan pemilu, sangat sulit dihindari terjadinya 
pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggraan Pemilu banyak 
sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus diakui bahwa 
tingkat berdemokrasi masyarakat Indonesia relatif masih rendah. Yang perlu 
dijaga, agar pelanggaran dan sengketa tersebut tidak menimbulkan gejolak 
dan tindakan anarkis dalam masyarakat. Jalan yang terbaik untuk mengatasi 
masalah ini adalah dengan cara menyelesaikan semua pelanggaran dan 
sengketa melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.24 
Semenjak Pemilu 1999, Pelangaran Pemilu dibedakan dalam 
Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, dan 
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Menurut Jenedjri M. Gaffar, 
“Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
                                                           
23 Jenedjri M Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, 
Jakarta, 2013, hlm. 125-126 
24 Rozali Abdullah, 2009, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), Rajawali 
Press, Jakarta, hlm. 265 
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Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan 
ketentuan yang lain yang diatur oleh KPU”. Pelanggaran pidana pemilu 
menurut Jenedjri M. Gaffar adalah “pelanggaran terhadap ketentuan pidana 
pemilu”.25 Sedangkan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah 
kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman 
bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, 
patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Dasar 
hukum kode etik penyelenggara pemilihan umum meliputi : 
 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara 
Pemilu 
 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, DPRD 
 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan 
Jadwal Pemilu 2014, yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU, 
BAWASLU, Nomor 6 Tahun 2013 
 Peraturan bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 
Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik 
Penyelenggara Pemilihan Umum. 
                                                           
25 Jenedjri M. Gaffar. Op. Cit. hlm. 50 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar  Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lokasi penelitian di kantor 
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa perpustakaan terlebih 
Perpustakaan di Universitas Hasanuddin dan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 
dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini. 
Adapun cara memilih yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan 
melihat keseharian dan kepakaran pihak. 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 
yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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 Sumber data penelitian ini adalah: 
1. Penelitian Pustaka (literature research), yaitu menelaah berbagai buku 
kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubunganya dengan 
objek penelitian. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan 
mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 
diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak 
yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dikaji. 
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dangan cara  tanya jawab 
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak 
yang dianggap ada kaitanya dengan permasalahan yang akan kaji. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah 
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 
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yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran 
secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat 
kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
1. Proses Penyelesaian Secara Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik 
Oleh Salah Satu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai dasar hukum pelaksanaan 
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD di Indonesia 
salah satu muatannya adalah penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu. Di 
dalam undang-undang tersebut pada Bab XXI Paragraf 2 pasal 252 
menyebutkan bahwa: 
1)  Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 251 diselesaikan oleh Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu. 
2)  Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. 
Berdasarkan pasal diatas terkait penyelesaian pelanggaran kode etik 
pemilu, diterangkan bahwa pelanggaran kode etik pemilu diselesaikan oleh 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini di pertegas juga pada 
Pasal 109 Ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggara Pemilu yaitu “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan 
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memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU 
Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota 
KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan 
anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota 
Pengawas Pemilu Lapangan dan  anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga mengatur tentang mekanisme 
pemberhentian penyelenggara pemilihan umum, sebagai berikut: 
Pasal 27 Ayat (1) 
 Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti 
antarwaktu karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;  
c. berhalangan tetap lainnya; atau 
d. diberhentikan dengan tidak hormat.  
Ayat (2) 
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan 
dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila: 
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, 
dan KPU Kabupaten/Kota; 
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; 
c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara 
berturut-turut tanpa alasan yang sah; 
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d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih;  
e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana Pemilu; 
f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya 
selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau 
g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan 
dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Ayat (4) 
Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 
ketentuan:  
a. anggota KPU oleh Presiden;  
b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan  
c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi. 
 
Pasal 28 Ayat (1)  
Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g 
didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: 
a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta 
Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau 
b. rekomendasi dari DPR. 
Ayat (2) 
Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi 
kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP. 
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Dalam hal pengaturan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran 
kode etik pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggara Pemilu diatur dalam pasal 112 dan pasal 113 yang 
menyebutkan bahwa : 
Pasal 112 Ayat (1)  
Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik 
Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis  oleh Penyelenggara Pemilu, 
peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat,  dan/atau pemilih dilengkapi 
dengan identitas pengadu kepada DKPP. 
Ayat (2) 
DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap 
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Ayat (3) 
DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada  Penyelenggara 
Pemilu 5 (lima) hari  sebelum melaksanakan siding DKPP. 
Ayat (4) 
Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak  memenuhi 
panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP 
menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang 
DKPP. 
Ayat (5) 
Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan  panggilan dan 
Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat 
diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa 
kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan. 
 
Ayat (6) 
Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang  sendiri dan tidak 
dapat menguasakan kepada orang lain. 
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Ayat (7) 
Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat 
menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP. 
Ayat (8) 
Di hadapan sidang DKPP, pengadu atau Penyelenggara Pemilu yang 
diadukan diminta mengemukakan  alasan-alasan pengaduan atau 
pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait 
dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti 
lainnya. 
Ayat (9) 
DKPP menetapkan putusan setelah melakukan  penelitian dan/atau 
verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan 
keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti. 
Ayat (10) 
Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat 
pleno DKPP.  
Ayat (11) 
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran 
tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. 
Ayat (12) 
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)  bersifat final dan 
mengikat. 
Ayat (13) 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, 
KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,  Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 
Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP. 
 
Pasal 113 ayat (1) 
Apabila dipandang perlu, DKPP dapat menugaskan anggotanya ke 
daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik 
Penyelenggara Pemilu di daerah. 
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Ayat (2) 
Pengambilan putusan  terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Pleno DKPP. 
Untuk ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara 
pelaksanaan tugas DKPP, serta tata cara beracara diatur dalam Peraturan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 
Pemilihan Umum pada pasal 4-pasal 11. 
Pasal 4 ayat (1) 
Dugaan  pelanggaran Kode Etik dapat diajukan  kepada DKPP berupa 
Pengaduan dan/atau Laporan dan/atau Rekomendasi DPR. 
Ayat (2) 
Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
oleh: 
a.  Penyelenggara Pemilu; 
b.  Peserta Pemilu; 
c.  tim kampanye; 
d.  masyarakat; dan/atau  
e.  pemilih. 
Ayat (3) 
Rekomendasi DPR  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 
DPR kepada DKPP sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR 
Pasal 5 ayat (1) 
Pengaduan dan/atau Laporan  dugaan pelanggaraan  Kode Etik  
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 8 (delapan) 
rangkap. 
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Ayat (2) 
Pengaduan  dan/atau  Laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
disampaikan oleh kuasa Pengadu dan/atau Pelapor. 
Ayat (3) 
Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor; 
b. identitas Teradu dan/atau Terlapor; 
c. alasan pengaduan dan/atau laporan; dan 
d. permintaan kepada  DKPP  untuk memeriksa dan memutus dugaan 
pelanggaran Kode Etik. 
Ayat (4) 
Identitas Teradu  dan/atau Terlapor  sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) 
huruf b paling sedikit memuat: 
a. nama lengkap; 
b. jabatan; dan 
c. alamat kantor 
Ayat (5) 
Alasan  Pengaduan  dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) 
huruf c memuat  uraian jelas mengenai tindakan atau  sikap Teradu dan/atau 
Terlapor yang meliputi: 
a. waktu perbuatan dilakukan; 
b. tempat perbuatan dilakukan; 
c. perbuatan yang dilakukan; dan 
d. cara perbuatan dilakukan. 
Pasal 6 ayat (1) 
Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  5 
diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan: 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk  atau identitas lain  Pengadu dan/atau 
Pelapor;  
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b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor; 
dan 
c. alat bukti. 
Ayat (2) 
Selain melampirkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pengaduan dan/atau Laporan  yang  disampaikan  melalui  kuasa hukum 
Pengadu dan/atau Pelapor wajib melampirkan surat kuasa khusus. 
Pasal 7 ayat (1) 
Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara: 
a. Langsung; atau 
b. Tidak langsung 
Ayat (2) 
Pengaduan dan/atau  Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a disampaikan melalui petugas penerima Pengaduan. 
Ayat (3) 
Pengaduan dan/atau  Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b disampaikan melalui: 
a. Media elektronik; dan/atau 
b. Media non elektronik 
Pasal 8 ayat (1) 
Pengaduan  dan/atau  Laporan  diajukan  dengan  disertai  paling sedikit 2 
(dua) alat bukti. 
Ayat (2) 
Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. Keterangan saksi; dan 
b. Keterangan ahli 
c. surat atau tulisan; 
d. petunjuk;  
e. keterangan para pihak; atau 
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f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang 
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik 
yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, 
maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, 
atau perforasi yang memiliki makna. 
Pasal 9 
Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat 
sebagai: 
a. anggota KPU; 
b. anggota Bawaslu; 
c. anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; 
d. anggota Bawaslu Provinsi; 
e. anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri; atau 
f. anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, 
Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP. 
Pasal 10 
Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat 
sebagai: 
a. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; 
b. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota; 
c. anggota PPK;  
d. anggota Panwaslu Kecamatan; 
e. anggota PPS; 
f. anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau 
g. anggota KPPS, 
Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu 
Provinsi. 
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Pasal 11 
Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP 
Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan 
dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP. 
 Dari uraian diatas telah diketahui mekanisme pelaporan pelanggaran 
kode etik pemilihan umum di Indonesia. 
 Ir. Sawal merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum yang 
diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pelanggaran 
kode etik penyelenggara pemilihan umum dan DKPP menjatuhkan sanksi  
berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu selaku Anggota KPU Kota 
Palopo. 
Ir. Sawal dilaporkan secara tertulis ke DKPP melalui Bawaslu Sulsel 
oleh Panwaslu Kota Palopo karena diduga melakukan pelanggaran terhadap  
asas  kemandirian penyelenggara Pemilu  karena  diketahui membawa uang 
tunai sebesar Rp 8.200.000  (delapan juta dua ratus ribu  rupiah)  beserta 
kartu nama Calon Legislatif (caleg) dari Partai Gerindra nomor urut 2 Dapil 
atas nama Hj. Hasriani, S.H. sebanyak 95  helai,  Caleg PKPI atas nama 
Ilham Andi  Hafid nomor urut 1 Dapil 1 sebanyak 240 helai,  serta  Caleg 
PKB atas nama  Drs. H.  Ahmad Sunnari Rafii sebanyak 145 helai, serta 
melakukan komunikasi partisan dengan sejumlah calon legislative pada saat 
Oparasi Cipta Kondisi yang dilakukan oleh petugas kepolisian. 
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Dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Palopo, Saksi 
Ruslan menerangkan bahwa Teradu Sawal pernah menghimbau agar 
memilih salah satu keluarganya yang merupakan caleg kota Palopo dari 
PKPI yang bernama A. Hafid. Selain itu, Sawal pernah melakukan 
komunikasi dengan para caleg yang kartu namanya ditemukan di dalam 
mobil yang dikendarainya saat terjaring Operasi Cipta Kondisi. Dari temuan 
tersebut, maka Sawal patut diduga kuat telah melanggar kode etik 
penyelenggara pemilu. 
Berdasarkan Kajian dan Pleno anggota KPU palopo, temuan tersebut 
terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Temuan dari 
Panwaslu kota Palopo tersebut kemudian diteruskan/dilaporkan ke Bawaslu 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan telah terjadinya dugaan 
pelanggaran kode etik. 
Setelah melakukan pemeriksaan dokumen  (memeriksa kelengkapan 
syarat formil laporan), Bawaslu Sulsel meneruskan laporan yang ditemukan 
oleh Panwaslu Kota Palopo dengan Nomor Temuan 002/TM/PILEG/IV/2014 
yang di duga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 
tersebut ke DKPP sebagai laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. 
Sebagaimana tugas dan kewenangan Bawaslu untuk meneruskan temuan 
dan laporan tersebut kepada pihak dalam hal ini instansi yang berwenang. 
Pasal 75 ayat 1 (e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan 
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bahwa “Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi meliputi: (e) meneruskan 
temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi 
yang berwenang”. 
Ahmad Amrullah Sudiarto (wawancara), 11 Agustus 2014 yang 
merupakan Tim Asistensi Hukum Bawaslu Sulsel dan Staf Tim Pemeriksa 
Pemeriksa daerah DKPP Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa : 
Mekanisme pelaporan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kota 
Palopo atas nama Ir. Sawal telah dilaksanakan sesuai Peraturan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode 
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimana Panwas Kota 
Palopo telah melaksanakan kewenangannya untuk meneruskan 
laporan tersebut ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan  untuk di 
verifikasi syarat formilnya yang kemudian hasil temuan tersebut 
diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai 
laporan. 
 
Berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi materil oleh DKPP, laporan 
tersebut dapat disidangkan. DKPP telah melakukan rapat pleno. Untuk 
kasus Sawal ini sendiri, persidangan dilakukan dengan sistem jarak jauh 
dengan menggunakan teknologi video conference. Langkah ini 
diperbolehkan dalam peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 
Pemilihan Umum pasal 25 menyebutkan bahwa “Dalam keadaan tertentu 
DKPP dapat menyelenggarakan sidang jarak jauh”. Hasil dari rapat pleno 
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tersebut kemudian dibacakan pada sidang kode etik terbuka yang diadakan 
pada Jumat, 9 Mei 2014, DKPP menyatakan menerima pengaduan 
pengadu untuk seluruhnya dan memberikan sanksi berupa pemberhentian 
tetap kepada Ir.Sawal selaku anggota KPU Kota Palopo. 
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, proses penyelesaian pelanggaran 
kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh salah seorang anggota 
KPU Kota Palopo telah sesuai dengan mekanisme aturan perundang 
undangan/aturan hukum yang berlaku. 
Temuan dari Panwaslu Kota Palopo yang diduga kuat sebagai bentuk 
pelanggaran kode etik diteruskan ke Bawaslu Sulsel sebagai salah satu 
lembaga yang diberi kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran 
kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana pada pasal 10 Peraturan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 
Pemilihan Umum. 
Setelah laporan tersebut diverifikasi syarat formilnya di Bawaslu 
Sulsel, dan dianggap memenuhi syarat, Bawaslu Sulsel kemudian 
meneruskan ke DKPP sebagai laporan.  
Bahwa kemudian DKPP memeverifikasi materil dan melanjutkan ke 
persidangan yang kemudian persidangan tersebut dilakukan di Bawaslu 
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Sulsel lewat video conference. Dalam persidangan tersebut dipimpin oleh 
salah seorang Pimpinan DKPP Pusat dan dibantu oleh Tim Pemeriksa 
Daerah di Sulawesi Selatan. Dan pengambilan keputusan tetap dilakukan 
oleh DKPP Pusat. 
 
2. Pelaksanaan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu) dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu 
yang dilakukan oleh salah satu anggota KPU Palopo 
Dalam hal pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, 
kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak 
yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan pelanggara 
kode etik penyelenggara pemilihan umum adalah sebagai berikut: 
 ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk 
menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum: 
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan 
dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU 
Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota 
KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu 
Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu 
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Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota 
Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 
2. Ketentuan Pasal 111 ayat  (3) Tugas DKPP meliputi: 
a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya 
pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; 
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas 
pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode 
etik oleh Penyelenggara Pemilu; 
c. menetapkan putusan; dan 
d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk 
ditindaklanjuti. 
 
Ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum. DKPP mempunyai wewenang untuk: 
a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan  
pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan 
pembelaan; 
b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait 
untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau 
bukti lain; dan 
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu  yang terbukti 
melanggar kode etik. 
3. Ketentuan Pasal 3  ayat (2) Peraturan DKPP Nomor  1 Tahun 2013  
tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 
Umum “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. 
4. Karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh  para  Teradu, maka 
DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo. 
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a. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011  jo  
Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1  Tahun 2013  Tentang 
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, 
yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau 
rekomendasi DPR. 
b. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 
 “Pengaduan tentang dugaan adanya  pelanggaran kode etik 
Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara 
Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau 
pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”. 
c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013:  
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan oleh: 
1) Penyelenggara Pemilu; 
2) Peserta Pemilu; 
3) Tim kampanye; 
4) Masyarakat; dan/atau 
5) Pemilih”. 
 
Status pelapor/pengadu sebagai anggota Panwaslu Kota Palopo 
dalam kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Ir.Sawal memiliki 
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, 
maka selanjutnya DKPP berwenang untuk menindaklanjuti pokok-pokok 
pengaduan. 
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Adapun pokok-pokok pengaduan yang menjadi pertimbangan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah : 
1) bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran 
terhadap  asas  kemandirian penyelenggara Pemilu  karena  diketahui 
membawa uang tunai sebesar Rp. 8.200.000  (delapan juta dua ratus 
ribu rupiah)  beserta kartu nama Calon Legislatif (caleg) dari Partai 
Gerindra nomor urut 2 atas nama Hj. Hasriani, S.H. sebanyak 95  
helai,  Caleg PKPI atas nama Ilham Andi  Hafid nomor urut 1 Dapil 1 
sebanyak 240 helai,  serta  Caleg PKB atas nama  Drs. H.  Ahmad 
Sunnari Rafii sebanyak 145 helai, serta melakukan komunikasi 
partisan dengan sejumlah calon legislatif; 
2) bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab bahwa uang 
yang  ditemukan  aparat  kepolisian  dalam “Operasi Cipta Kondisi” 
pada 6 April 2014 adalah pinjaman dari kakak iparnya untuk keperluan 
membayar sisa uang muka pembelian rumah. Mengenai kartu nama 
caleg di dalam mobil Avanza yang dipinjam dari saudara istri Teradu, 
Teradu mengaku  tidak mengetahui  asal muasal kartu nama tersebut. 
Pada saat Teradu meminjam mobil tersebut, Teradu tidak 
memeriksanya terlebih dahulu,  sehingga dirinya tidak mengetahui jika 
di dalam laci  mobil (dashboard) terdapat  kartu nama caleg yang 
terbungkus  dengan tas plastik hitam. Mengenai aduan  Pengadu  
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tentang adanya komunikasi partisan, Teradu menjelaskan bahwa 
dirinya tidak pernah secara formal/resmi meminta  kepada salah 
seorang  anggota PPK  (Panitia Pemilihan Kecamatan)  Wara atas 
nama  Sdr.  Ruslan untuk membantu kerabatnya yaitu Caleg  PKPI  
(Partai Keadilandan Persatuan Indonesia) atas nama Sdr. Ilham Andi 
Hafid; 
3) berdasarkan  bukti  dokumen  hasil klarifikasi pengadu dengan 
petugas kepolisian yang melakukan razia  dan faktayang  terungkap 
dalam persidangan, uang sebesar  Rp 8.200.000  tidak begitu 
dipentingkan  oleh  Teradu. Teradu tidak memperlihatkan keseriusan 
terhadap uang yang diterimanya tersebut. Teradu malah  memasukkan 
sebuah flashdisc kedalam sebuah tas yang berisi uang tersebut dan 
membiarkan  tergeletak di tempat duduk bagian tengah.  Dengan 
melihat jumlah yang dinilai besar serta melihat urgensi kebutuhan 
Teradu terhadap uang tersebut, DKPP berkeyakinan sangat  muskil 
bagi Teradu untuk  membiarkan keselamatan uang pinjaman yang 
akan dipakai untuk melunasi  sisa uang muka pembelian  rumah.  
Terhadap bukti yang disampaikan pengadu  berupa konten pesan dari 
alat komunikasi yang disodorkan oleh Pengadu terbukti Teradu 
melakukan  komunikasi intensif dengan  caleg Hj. Hasriani, S.H.,  
Ilham Andi  Hafid, dan Ahmad Sunnari Rafii.  Demikian juga 
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pengakuan saksi  anggota PPK RuslanMachfudin, S.E.,meskipun tidak 
secara formal, Teradu meminta kepada dirinya untuk membantu caleg 
Ilham Andi Hafid dari PKPI:  “tolong di bantu-bantu suara Lagoku 
(keluargaku)”; dengan caleg Hj Hasirani pernah berniat meminjam 
mobilnya, “bisa sy pake mobilnya sebentar jam 10. Trims”;  dan  
dengan caleg Ahmad Sunnari Rafii:  “siang, insyaallah.” Bukti-bukti 
dialog tersebut menggunakan sarana SMS dari telpon selular Teradu.  
Teradu juga  pernah mengirim SMS kepada Saudari Umrah dengan 
kalimat “mlm, krn anakx bupati lutra (Luwu Utara) mau ketemu  dan 
ada juga ahmad sunnari”, anak Bupati Lutra yakni Muhammad Riza 
Caleg Provinsi Dapil 11 Partai Golkar yang meliputi wilayah Kabupaten 
Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur.  
Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, bukti-bukti  dokumen 
dalam sidang pemeriksaan, DKPP meyakini bahwa Teradu terbukti 
melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 9 huruf 
f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 
No. 11 Tahun 2011, dan No. 1 Tahun 2012,  Pasal 9 huruf h Peraturan 
Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 
2011, dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu. 
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Berdasarkan penilaian atas fakta dalam  persidangan, memeriksa 
keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, 
memeriksa keterangan para saksi dan  bukti-bukti dokumen yang 
disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu dalam rapat pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah 
memutuskan berupa pemberhentian tetap kepada Ir. Sawal sebagai Anggota 
KPU Kota Palopo. 
Bahwa berdasarkan Pasal 27 Huruf d Undang Undang Nomor 15 
Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, anggota KPU, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena di berhentikan dengan 
tidak hormat. Pada ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa di berhentikan denga 
tidak hormat salah satunya karena melanggar sumpah/janji jabatan, 
dan/atau kode etik dan pada ayat (4) huruf c, pemberhentian anggota yang 
telah memenuhi ketentuan dilakukan dengan ketentuan KPU 
Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi. 
Bahwa sanksi yang berupa pemberhentian tetap terhadap salah 
seorang anggota KPU Kota Palopo di putuskan oleh DKPP setelah melewati 
pemeriksaan di persidangan, merupakan kewenangan DKPP untuk 
memeberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar 
kode etik sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (4) huruf c UU nomor 15 
Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.  
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Keputusan pemberian sanksi (pemberhentian) oleh DKPP kemudian 
disampaikan KPU Provinsi Sulsel untuk ditindaklanjuti dan Bawaslu Sulsel 
untuk melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut pelaksanaan sanksi 
tersebut, sebagaimana pasal 111 ayat (3) huruf c UU No, 15 Tahun 2011 
bahwa tugas DKPP salah satunya adalah menyampaikan putusan kepada 
pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dan putusan tersebut wajib untuk 
dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulsel sebagaimana Pasal 112 ayat 12 UU 
No. 15 Tahun 2011 bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat serta 
pasal 13 yaitu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, 
KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, 
Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP. 
Hal tersebut juga ditegaskan oleh Faisal Amier (wawancara), 24 
September 2014 Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggota TIm 
Pemeriksa daerah DKPP di Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa : 
Menurut peraturan DKPP, keputusan DKPP wajib ditindak lanjuti oleh 
KPU paling lambat tujuh hari sejak keputusan pemberhentian 
diterbitkan. Karena keputusan DKPP atas kasus Sawal berupa 
pemberhentian tetap maka KPU sebagai lembaga yang berwenang 
untuk memberhentikan atau mencabut SK pengangkatan atas 
anggotanya tersebut. 
 
Dengan adanya keputusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu tersebut. Yang memberhentikan Ir. Syawal selaku anggota KPU Kota 
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Palopo, KPU Provinsi Sulawesi Selatan diperintahkan untuk menindaklanjuti 
putusan tersebut dengan menyiapkan pengganti dan menerbitkan surat 
Pergantian Antar Waktu terhadap Ir. Sawal sebagai anggota KPU Kota 
Palopo yang dalam pelaksanaan putusan tersebut diawasi oleh Badan 
Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dengan demikian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 
telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam 
menyelesaikan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ir. Sawal yang 
merupakan salah satu anggota KPU Kota Palopo. Dan atas dasar keputusan 
tersebut, KPU telah mengeluarkan SK pemberhentian terhadap Ir. Sawal 
pada tanggal 16 Mei 2014 dengan nomor : 32/kpts/KPU-Prov-025/V/2014 
tentang pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah 
ketua dan anggota Bawaslu, maka kasus yang ditemukan oleh 
Panwaslu Kota Palopo merupakan pelanggaran kode etik 
penyelenggara Pemilu sehingga Proses penyelesaian secara hukum 
pelanggaran kode etik oleh Ir. Sawal sebagai anggota KPU Kota 
Palopo menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dilaksanakan 
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai ketentuan 
hukum yang berlaku. 
2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah 
melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ir. 
Sawal yang merupakan salah satu anggota KPU Kota Palopo tersebut. 
74 
 
2. Saran 
1) Pentingnya perbaikan pola rekruitmen penyelenggara pemilu untuk 
memenuhi sifat mandiri, jujur, dan adil menurut UUD 1945 dengan 
menghindari penerimaan calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang 
yang tidak memiliki integritas dan kredibilitas. 
2) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu), dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
sebagai penyelenggara pemilu hendaknya menjaga kemandirian, 
integritas, dan kredibilitasnya. 
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